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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap data hasil penelitian maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut :  

1. Aturan-aturan hukum  yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat 

rusaknya jalan terdapat dalam: Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 

D ayat (1), Pasal 28 A, Pasal 28 G, dan Pasal 34 ayat (3), dan Undang- 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 227 ayat (1-5), Pasal 230, Pasal 234 

ayat (1-2),Pasal 238 Pasal ayat (1-2), Pasal 239 ayat (1-2), dan pasal 240. 

2. kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan 

lalu lintas akibat dari kerusakan jalan adalah : 

a. Kurangnya jumlah anggota kepolisian. 

b. Fasilitas kepolisian dalam menunjang kerja aparat kepolisian yang 

kurang. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kecelakaan 

lalu lintas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah 

d. Banyaknya anggota kepolisian yang kurang memahami mengenai aturan 

perlindungan hukum. 
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B. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, 

maka saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat untuk lembaga kepolisian 

dan masyarakat sebagai berikut ; 

1. Perlu adanya koordinasi antara polisi lalu lintas dengan Dinas 

Perhubungan dan aparat pemerintah lainnya dalam hal memperhatikan 

kondisi jalan. Jika terdapat jalan yang rusak dan berpotensi menyebabkan 

kecelakaan lalu lintas polisi segera melakukan pemberian tanda, dan 

melakukan penjagaan terhadap jalan yang mengalami kesurakan serta 

memberikan penerangan terhadap ruas-ruas jalan. 

2. Polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan agar menijau kembali Pasal 24 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

jalan terutama yang berkaitan dengan perbaikan jalan, agar dapat 

terlaksana secara efektif untuk menekan dan mencegah terjadinya 

kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh jalan yang rusak, serta 

memberikan sanksi terhadap penyelenggara jalan yang tidak dengan cepat 

melakukan perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan. 
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